" BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR {{ TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Menimbang

Mengingat

: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI KAPUAS,

bahwa dalam fangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja
Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daei‘éh Kabupaten Kapuas serta perlu memberikan tambahan
penghasilan berdasarkan beban kerja;

bahwa dalam rangka penyesuaian tingkat beban kerja dalam
pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas
maka -dirasa perlu untuk dilakukan penyesuaian Kriteria
pemberian tambahan penghasilan

bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pcﬁ'mberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban
Kerja Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Kapuas beserta perubahannya dinilai tidak sesuai lagi dengan
kondisi saat ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kapuas .. tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah
Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kapuas. .

Undang-Uﬁdang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undaﬁg—Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembeﬁtu_%fan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara R%:publik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai
Undanrg—Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor - 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia-Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (I;erribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor-?l?i',' ’Fambaﬁan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomdr 42:86);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 435‘5);

Undang—[jhdang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Re&ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesm Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republ;k Ipdpnesm Nomor 5234);

Unde'lng-U;i:daﬁ‘g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lé'mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor'Qéf‘;, Tauhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomér?55)87j’ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
denga-h "Uflljldang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Peme‘riﬁtah’én Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indone&a Nomor 5679);

Peraturar}‘.,i Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti
Pegawali .Nk'egeri‘ Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesm Nomor 3093);

Peraturan -Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perlmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 13\?;7., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);
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14.
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasii. Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia{l"Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Petaturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Afas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan- Pémerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelp’iaah*Kéhangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoz_lesia %ahUn 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Repuﬁlék jing;)nesia Nomor 4578);

Peratu;éni";ééfherintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembir;fgaﬁ‘!{; tﬂiéian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah:'.'(Lémbéiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan' ' Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45935;

Peratu_z_*ari:f’g:’r‘nérintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusar{ig Pdéminiintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi‘i‘dan Pémerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Rei)ublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaralé.}Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peréturan;vPemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengénddl"i}an Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesuia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republil«; 'Ir’lvaqlnesia Nomor 4890); |

Peraturén\“'f’eﬁlerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akunfapsi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun. 2(),1‘)0 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Né)mor 5165);

Peratu'ran;-Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman 'P’éngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah ebérapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Neger£ Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan’Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedomian Pengelolaan Keuangan Daerah;
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pe‘meriﬁtah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19.Pera‘“curan.-Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007
tentai‘lg ‘Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 16);

. MEMUTUSKAN :

. PERATURAN ' "BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL' DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS

BAB I
.KETENTUAN UMUM

Pasal 1

<
%,

Dalam Peratuféﬁ‘ ini yéng dimaksud dengan :

1. Daerah adaléﬂﬁi’~Daerah Kabupaten Kapuas

2. APBD adal:;éfhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten "K‘ébuas

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah;

4. Bupati qaalah Bupati Kapuas
5. Pegawai - Negeri - Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

Pegawai Neg‘efr’i Sipil Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok%Pokol%fi_Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-_undang Nomor 8 Tahun 1974;

6. Tambahan:. pénghasilan adalah tambahan penghasilan yang

diberil«;;in kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan beban

kerja.




BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dan prosedur

pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi

PNS;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi
Calon PNS.",
BAB III
- MAKSUD DAN TUJUAN
| L o Pasal 3

(1) Maksud dam Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian

tambahan penghasﬂan berdasarkan beban kerja bagi PNS;

(2) Tujuan- dat‘?' _peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan

kesejahteraaﬁ dan kinerja PNS.

C o . BAB IV
KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
- E Pasal 4

Kriteria PNS / CPNS yang mendapat tambahan penghasilan, yakni :
1. Pejabat Struktural
2. Pejabat Eungsmnal

3. Staf/ Pela_l;sq_na'._

Pasal 5
(1) Pemberia'r‘i‘,"fémbahan penghasilan diperhitungkan per bulan; baik
bagi PNS ya;lg melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu, maﬁpl;n bagi PNS yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja
dalam 1 (satu) fninggu;
(2) Besaran tambdhan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

S Pasal 6
1) Bagi PNS/CPNS yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria
jabatan/pekerjaan, maka tambahan penghasilan diberikan sesuai
jabatan/ fj‘ek‘erj‘aan terakhir yang dipercayakan atau diberikan
kepada pegéwai yang bersangkutan berdasarkan keputusan oleh

pejabat yarig berwenang.
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Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural maka Kkriteria
tambahan penghasilan yang diberikan adalah jabatan struktural
yang dipercayakannya.

Khusus PNS yang menduduki jabatan struktural sebagaimana
dimaksud péda ayat (2) yang melaksanakan tugas tambahan
diluar tugas jabatan struktural yang dijabatnya, yaitu berupa
pelayanan i;angsung kepada masyarakat pada setiap hari kerja
dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan
fungsipnall'sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.
Bahwa«:"pcnetapan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetépkan :‘dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah masmg masing yang didasarkan pada Surat Pernyataan
dari PNS yang dlketahul oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah- ma'\sﬁln.g. masing bahwa selain melaksanakan tugas dan
fungsi. séb_agé}i Y'Pejabat Struktural juga memberikan pelayanan
kepadé %nas&aﬁ‘fakat secara langsung setiap hari kerja.

Apabila, dii&e}nudian hari Pernyataan dari PNS sebagaimana
dimaksud I;;ldav”ay'at (4) tidak benar dan mengakibatkan kerugian
keuangan daerah maka yang bersangkutan dan Kepala SKPD
yang bersangkutan bertanggungjawab penuh sesuai peraturan

perundang undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTEIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Pemberian’ Tafnbahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 4, den‘éan ketentuan sebagai berikut :

1.

3.

4.

Pemberian fambahan penghasilan bagi PNS diperhitungkan
besarannya per bulan, sedangkan pemotongannya
d1perh1tungkan per hari;

PNS berhak menerlma tambahan penghasilan secara penubh,
apablla yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya
selaku” PNS dengan baik setiap hari kerja dan jam kerja yang
telah dltqntukan,

Tambahan penghasilan dikenakan potongan pajak penghasilan
(PPh) éésuai ketentuan yang berlaku;

Pajak penghasilan (PPh) diperhitungkan setelah pemotongan;
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5.

(1)

(2)

-7-

Nama-nama PNS yang menerima tambahan penghasilan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah masing-masing, dengan mencantumkan Nama, NIP,
Kriteria Jabatan/pekerjaan, dan Besarnya Tunjangan Beban

Kerja dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Pasal 8

Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan
pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan besaran per

hari apablla

a. T1dak masuk kerja 1(satu) hari penuh tanpa keterangan;

b. Tidak masuk kerja karena cuti diluar tanggungan negara,
maupun cuti alasan penting lainnya;

c. Tidak masuk kerja karena tugas belajar tetapi sudah habis
masa kontrak atau perjanjian yang bersangkutan belum lulus;

d. Masuk “kerja setelah jam 08.00 WIB dianggap tanpa
ketera’r‘lﬁg;éfr’;j kecuali untuk keperluan dinas;

e. Tidak fﬁe{suk kerja karena sakit setelah 3 (tiga) hari tanpa
surat keterangan dokter, dianggap tanpa keterangan;

f. Tidak masuk kerja karena menjalani kurungan/tahanan
akibat ;proses hukuman, maupun hukuman yang telah
dipu’tuskan oleh pengadilan;

g. Memaraf absen pegawai lain yang tidak masuk kerja tanpa
keterangan,;

h. Cuti Tahunan;

i, Cuti Besar seperti permohonan untuk menunaikan ibadah
haji, umf’ah, wisata rohani dan sebutan lainnya yang sejenis;

j- Cuti Kareﬁa Alasan Penting;

k. Cuti dﬂu"asr Tanggung Negara.

Tambahan penghasﬂan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan

pemotongan apabila :

a. Tidak apel,,,pagi tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong
20% (dua puluh persen) dari perhitungan per hari setiap
harinya,’ kecuali terdapat keperluan dinas yang tidak
meﬁlungkinkan untuk mengikuti apel pagi;

b. Tidak apel siang bagi yang melaksanakan 6 (enam hari kerja,
dan tidak apel sore bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja
tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 20% (dua puluh
persen);f dari perhitungan per hari setiap harinya, kecuali
terdapat: keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk
mengikuti apel;
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c. Tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas belajar,
dipotong 50% (lima puluh persen) dari perhitungan per hari
setiap harinya, dan apabila masa kontrak tugas belajar sudah
habis ternyata masih belum selesai, maka selebihnya dipotong
100% (seratus persen) per harinya;

d. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan
dokter, dipotong 75% (tujuh puluh lima persen) dari
perhitungan per hari setiap harinya dan dibatasi sampai 3
(tiga) hari kerja, selebihnya dianggap tanpa keterangan;

e. Tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan
dokter, dipotong 25% (dua puluh lima persen) dari
perhltungan per hari setiap harinya;

f. Tidak" masuk kerja karena cuti tahunan yang menjadi hak
PN S,___dip’totoﬁ:g 10% (sepuluh persen) dari perhitungan per hari
setiap® harinya;

g. Tidak masuk kerja karena cuti bersalin dan cuti sakit,
de@tong 50% (lima puluh persen) dari perhitungan per hari
setiap harinya.

(3) Bagi ™ PNSV%?C'PNS yang karena fungsi dan jabatannya
mengakibat’kén tidak dapat mengikuti apel kerja, seperti Petugas
Penyuluh. Lapangan (PPL), petugas lapangan, petugas pemadam
kebakaran dan lain lain maka tidak dilakukan pemotongan akibat
tidak menglkutl apel kerja;

(4) I—Iar1 Libur’ dan Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah
yang dlbeylkan kepada PNS tidak dilakukan pemotongan
tambahan pen ghasilan

(5) Kriteria dan jumlah pemotongan tambahan penghasilan
sebagaumana ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II
dan Lamplran III Peraturan Bupati ini.

(6) Contoh format pengajuan perhitungan permintaan pembayaran

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

~ BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan’ t_erhadap pelaksanaan sanksi pemotongan tambahan
penghasilan dilakukan oleh Atasan Langsung pejabat/pegawai pada

masing-masing.Satuan Kerja Perangkat Daerah.




pada tanggal
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BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Peraturan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kapuas Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas masing-

masing.
BAB VIII
PENUTUP

Pasal 11

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang diatur dalam peraturan ini,
hanya berlaku bagi pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten
Kapuas beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi.
Pasal 13

Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari
2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal (3 /Mes 2ot}

BUPATI KAPUAS,

—l, &
BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas

I8 mes 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

/7@/77«/@’”"““
RIANOVA
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN zo’i NOMOR 1




LAMPIRAN |
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR || TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PERHITUNGAN _

| A TERIA JABAT ‘ y -|' " BESARAN per BULAN © per HARI
- Rp) (Rp)* -
i 2 5 Tsan
1 Kepala BPKAD selaku BUD 5.000.000,00 250.000,00
2 Sekretaris 4.000.000,00 200.000,00
3 Kepala Bidang 4.000.000,00 200.000,00
4 Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian 3.000.000,00 150.000,00
7
- 45 Staf Pelaksana :
a. Golongan 111 2.000.000,00 100.000,00
b. Golongan 11 1.750.000,00 87.500,00
6 Bendahara Pengeluaran PPKD 2.200.000,00 110.000,00
7 Pengurus Barang 2.000.000,00 100.000,00

BUPATI KAPUAS

'-\Ar;s»/

BEN BRAHIM S. BAHAT




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR ([

TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS

KRITERIA DAN JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN per HARI

UNTUK 5 (LIMA) HARI KERJA per MINGGU

AT Téz:l;ﬁ::: ; | thn Tidak Cuti Taunan |- Cuti fainaya, | 52Kt Tanpa.
KRITERIA 1ABATA Masuk Kerja TR AR surat Bokder.
G (20% (7o) o) | qaoosw | st |

s, e TN N T e T
1 |Kepala BPKAD selaku BUD 250.000,00|  50.000,00 50.000,00 | 187.500,00 | 125.000,00|  125.000,00| 25.000,00| 250.000,00| 187.500,00 62.500,00
2 |Sekeretaris 200.000,00 |  40.000,00 40.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00|  100.000,00 | 20.000,00 | 200.000,00 | 150.000,00 50.000,00
3 |Kepala Bidang 200.000,00 |  40.000,00 40.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00|  100.000,00 | 20.000,00| 200.000,00| 150.000,00 50.000,00
4 |Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian 150.000,00 |  30.000,00 30.000,00 | 112.500,00 | 75.000,00 75.000,00 | 15.000,00| 150.000,00| 112.500,00 37.500,00

5 |Staf Pelaksana :

a. Golongan 111 100.000,00|  20.000,00 20.000,00 | 75.000,00| 50.000,00 50.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 [ 75.000,00 25.000,00
b. Golongan II 87.500,00|  17.500,00 17.500,00| 65.625,00| 43.750,00 43.750,00 | 8.750,00| 87.500,00| 65.625,00 21.875,00
Bendahara Pengeluaran PPKD 110.000,00 |  22.000,00 22.000,00 | 82.500,00| 55.000,00 55.000,00 | 11.000,00 | 110.000,00| 82.500,00 27.500,00
7 |Pengurus Barang 100.000,00 |  20.000,00 20.000,00| 75.000,00| 50.000,00 50.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 25.000,00

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT




LAMPIRAN 111
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR [{ TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS

CONTOH FORMAT
PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

ub. ... 20..
SKPD i

i

* Kritefia - Tdk kerja

Jabatanf .’ Tanpa - Td: an‘
“-Pekérjaarr ‘| Keteranigan| -3

A Jumlah k'nto_:j':

Mengetahui :

PA/KPA, Bendahara Pengeluaran,

Catatan :

Kolom kriteria potongan menyesuaikan dengan keperluan

Kuala Kapuas,
Pembuat Daftar,

BUPATI! KAPUAS;

BEN BRAHIM S. BAHAT




